
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 yang diajukan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2020 

yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah 

disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon; 

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak 

sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Cirebon, keadaan yang menyebabkan 

pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar 

jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun 

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan 

dalam tahun anggaran belanja, maka perlu dilakukan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020; 

Menimbang 

WALi KOTA CIREBON, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020 

WALi KOTA CIREBON 
PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON 
NOMOR 7 TAHUN 2020 



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Be bas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 

dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 

tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 

Nomor 1 7 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 551); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota 

Cirebon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 
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11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
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15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik 

12.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

22.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Pemerintahan (Lembaran Negara 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Standar Akuntansi 

Republik Indonesia 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6177); 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang 18. Peraturan Pemerintah 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

Nomor 8 Tahun 2006 tentang 17. Peraturan Pemerintah 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
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29.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

25.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

26.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6178); 

27.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6206); 

28.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6224); 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5950); 

24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
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Dae rah Keuangan Pengelolaan Pedoman ten tang 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

33.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah {Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

34.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 220); 

35.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 155); 

32.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

30.Peraturan Pemerintah · Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

31.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323); 
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La po ran dan Penyaluran Pengajuan, Administrasi 

38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran 

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara 

Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 

Tahun 2019 ten tang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1560); 

-8- 



43.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

44.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

46.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 

tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 377); 

47.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07 /2020 

tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 678); 

42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 198); 

41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2083); 
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52. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 

tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang 

Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 

Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 

Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 

Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Nomor 7); 

51. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 79) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur 

Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 

Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 42); 

50.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 

Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 16); 

49.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07 /2020 

tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan 

Periode Kedua Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 968); 

48.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07 /2020 

tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana 

Bagi Hasil pada Tahun 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 946); 
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54.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2012 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Nomor 39), sebagaimana telah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 

Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 

Nomor 3 Seri B); 

55. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 41), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon 

Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 

Nomor 3 Seri C); 

56.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 6 Seri C, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 42); 

57.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 

tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 7 Seri C, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 43), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2014 Nomor 4 Seri C); 

53. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17); 
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58.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah 

Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum 

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 

Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon 

Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 3); 

59.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 

Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Nomor 63); 

60.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 

ten tang Rincian Urusan Pemerintahan yang 

Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri 

D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69); 

61.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di 

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 

Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Nomor 70); 

62.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 75); 

63. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 5 Seri E); 
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1. Pendapatan : 

a. Semula Rp. 1. 770. 976.050.000,00 

b. Berkurang Rp. (80.139.250.135,00) 

Jumlah Pendapatan Rp. l.690.836.799.865,00 

setelah Perubahan 

2. Belanja: 

a. Semula Rp. 1.812.628.021. 740,00 

b. Berkurang Rp. (123.282.454.770,00) 

Jumlah Belanja setelah Rp. 1.689 .345.566. 970,00 

Perubahan 

Surplus/ (Defisit) Rp. 1.491.232.895,00 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan : 

1) Semula Rp. 79.570.212.029,00 

2) Berkurang Rp. (35.087 .877.135,00) 

Jumlah penerimaan Rp. 44.482.334.894,00 

pembiayaan setelah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 semula berjumlah Rpl.850.546.262.029,00 berkurang 

sejumlah Rpl 15.227.127.270,00 sehingga menjadi 

Rpl.735.319.134.759,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Pasal 1 

ANGGARAN 2020. 

TAHUN DAE RAH BELANJA DAN PENDAPATAN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

WALi KOTA CIREBON 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON 

Dengan Persetujuan Bersama 
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1. Semula Rp. 361.581.631.000,00 

2. Berkurang Rp. (5. 769 .851.359 ,00) 

Jumlah Dana Rp. 355.811.779.641,00 

Perimbangan setelah 

perubahan 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah: 

889.333.413.000,00 

(52.254.617.607,00) 

837 .078. 795.393,00 

520.061.006.000,00 

(22.114. 781.169 ,00) 

497 .946.224.831,00 

a. Pendapatan Asli Daerah : 

1. Semula Rp. 

2. Berkurang Rp. 

Jumlah Pendapatan Rp. 

Asli Dae rah setelah 

Perubahan 

b. Dana Perimbangan : 

1. Semula Rp. 

2. Berkurang Rp. 

Jumlah Dana Rp. 

Perimbangan setelah 

perubahan 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 terdiri dari : 

0,00 

-1.491.232.895,00 

Pasal 2 

anggaran tahun berkenaan 

setelah perubahan 

pembiayaan Rp. lebih Sisa 

pembiayaan setelah 

perubahan 

Jumlah pembiayaan netto Rp. 

setelah perubahan 
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perubahan 

b. Pengeluaran : 
1) Semula Rp. 37.918.240.289,00 

2) Bertambah Rp. 8.055.327.500,00 

Jumlah pengeluaran Rp. 45.973.567.789,00 



98.583.554.000,00 

5.800.395.393,00 

Rp. 

Rp. 

1. Semula 

2. Bertambah 

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi 

Hasil Bukan Pajak : 

Pendapatan Asli Daerah 

yang sah setelah 

Perubahan 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 

294.212.867.000,00 

21.485.000.000,00 

315.697.867.000,00 

Rp. 

Rp. 

Lain-lain Rp. 

1. Semula 

2. Bertambah 

Jumlah 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah: 

1. Semula Rp. 8.352.501.000,00 

2. Berkurang Rp (1. 780.222.169,00) 

Jumlah Hasil Rp. 6.572.278.831,00 

Pengelolaan Kekayaan 

Dae rah yang 

Dipisahkan setelah 

Perubahan 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan : 

15.099.868.000,00 

538.500.000,00 

15.638.368.000,00 

202.395. 770.000,00 
(42.358.059.000,00) 

160.037.711.000,00 

a. Pajak Daerah : 

1. Semula Rp. 
2. Berkurang Rp. 

Jumlah Pajak Daerah Rp. 

setelah Perubahan 

b. Retribusi Daerah : 

1. Semula Rp. 

2. Bertambah Rp 

Jumlah Retribusi Rp. 

Dae rah setelah 

Perubahan 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: 
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96.602.890.000,00 

(5.516. 944.600,00) 

91.085.945.400,00 

37.451.800.000,00 

3.157.700.000,00 

40.609.500.000,00 

setelah lainnya 

2. Berkurang Rp. 

Jumlah Dana Bagi hasil Rp. 

pajak dari Provinsi dan 

Pemerintah Daerah 

Rp. 

b. Dana Bagi hasil pajak dari 

provinsi dan pemerintah 

daerah lainnya : 

1. Semula 

setelah hi bah 

Perubahan 

1. Semula Rp. 

2. Bertambah Rp. 

Jumlah Pendapatan Rp. 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis 

pendapatan : 

a. Pendapatan Hibah 

185.657.574.000,00 

(1. 751.139.000,00) 

183.906.435.000,00 

605.092.285.000,00 

(56.303.874.000,00) 

548.788.411.000,00 

104.383.949.393,00 

b. Dana Alokasi Umum : 

1. Semula Rp. 

2. Berkurang Rp. 

Jumlah Dana Alokasi Rp. 

Um um setelah 

Perubahan 

c. Dana Alokasi Khusus : 

1. Semula Rp. 

2. Berkurang Rp 

Jumlah Dana Alokasi Rp. 

Khusus setelah 

Perubahan 

setelah Pajak 

Perubahan 

Jumlah Bagi Hasil Rp. 

Pajak/Bagi Hasil Bukan 
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1.101.053. 713.540,00 

(131.735.282.147,00) 

969.318.431.393,00 

711.574.308.200,00 

8.452.827.377,00 

720.027 .135.577 ,00 

a. Belanja Tidak Langsung: 

1. Semula Rp. 

2. Bertambah Rp. 

Jumlah Belanja Tidak Rp. 

Langsung setelah 

Perubahan 

b. Belanja Langsung: 

1. Semula Rp. 

2. Berkurang Rp. 

Jumlah Belanja Langsung Rp. 

setelah Perubahan 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri 

dari: 

19.842.209.000,00 

11.628.245.000,00 

31.4 70.454.000,00 

207 .684. 732.000,00 
(15.038.851.759,00) 

192.645.880.241,00 

Pasal 3 

a tau Pemerintah 

Daerah lainnya setelah 

Perubahan 

1. Semula Rp. 

2. Bertambah Rp. 

Jumlah Bantuan Rp. 

Keuangan dari Provinsi 

d. Dana Insentif Daerah: 

Keuangan dari Provinsi 

atau Pemerintah 

Daerah lainnya setelah 

Perubahan 

Rp. 
Rp. 

Bantuan Rp. 

1. Semula 
2. Berkurang 

Jumlah 

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 

Daerah lainnya : 

Perubahan 

-17- 



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai : 

1. Semula Rp. 662.304.503.200,00 

2. Berkurang Rp. (40.425.972.286,00) 
Jumlah Belanja Pegawai Rp. 621.878.530.914,00 
setelah Perubahan 

b. Belanja Hibah : 

1. Semula Rp. 43.794.305.000,00 

2. Bertambah Rp. 1.878.799.663,00 
Jumlah Belanja Hi bah Rp. 45.673.104.663,00 
setelah Perubahan 

c. Belanja Bantuan Sosial: 

1. Semula Rp. 3.4 75.500.000,00 

2. Berkurang Rp. 0,00 

Jumlah Belanja Bantuan Rp. 3.4 75.500.000,00 

Sosial setelah Perubahan 

d. Belanja Tidak Terduga : 

1. Semula Rp. 2.000.000.000,00 

2. Bertambah Rp. 4 7 .000.000.000,00 

Jumlah Belanja Tidak Rp. 49.000.000.000,00 

Terduga setelah Perubahan 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai: 

1. Semula Rp. 43.966.980.363,00 

2. Bertambah Rp. 1.368.508.920,00 

Jumlah Belanja Pegawai Rp. 45.335.489.283,00 

setelah Perubahan 

b. Belanja Barang dan Jasa: 

1. Semula Rp. 699.672.384.827,00 
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Perhitungan Anggaran Tahun 

Anggaran sebelumnya setelah 

Perubahan 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

44.482.334.894,00 Lebih Rp. Sisa · 

Rp. 79.570.212.029,00 

Rp. (35.087.877.135,00) 

1. Semula 

2. Bertambah 

Jumlah 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 

se belumnya : 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis pembiayaan : 

37 .918.240.289,00 

8.055.327.500,00 

45.973.567.789,00 Jumlah Pengeluaran setelah Rp. 

Perubahan 

Rp. 

Rp. 

1. Semula 

2. Bertambah 

b. Pengeluaran : 

1. Semula Rp. 79.570.212.029,00 

2. Berkurang Rp. (35.087.877.135,00) 

Jumlah Penerimaan setelah Rp. 44.482.334.894,00 

Perubahan 

a. Penerimaan : 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 

terdiri dari : 

357.414.348.350,00 

(60.040.329.573,00) 

297.374.018.777,00 

(73.063.461.494,00) 

626.608. 923.333,00 

Pasal 4 

1. Semula Rp. 

2. Berkurang Rp. 

Jumlah Belanja Modal Rp. 

setelah Peru bahan 

c. Belanja Modal : 

Jumlah Belanja barang dan Rp. 

jasa setelah Perubahan 

Rp. 2. Berkurang 
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(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat 

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, 

yang selanjutnya di cantumkan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 

se belumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan 

darurat. 

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia 

anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

menggunakan belanja tidak terduga. 

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat 

dilakukan dengan cara : 

32.622.976.289,00 

13.350.591.500,00 

45.973.567.789,00 

5.295.264.000,00 

(5.295.264.000,00) 
0,00 

Pasal 5 

b. Pembayaran Pokok Utang : 

1. Semula Rp. 

2. Bertambah Rp. 

Jumlah Pembayaran Pokok Rp. 

U tang setelah Peru bahan 

Jumlah Penyertaan Modal Rp. 

(Investasi) Pemerintah 

Daerah setelah Perubahan 

Rp. 

Rp. 

1. Semula 

2. Berkurang 

terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah : 
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Pasal 6 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang 

capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya 

dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau 

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih 

realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi 

penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 

belanja untuk keperluan mendesak. 

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) mencakup : 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 

berjalan; dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 

Daerah dan masyarakat. 

(7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan 

kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA SKPD. 

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu 

dalam RKA-SKPD. 

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya 

Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan 

pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran. 
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Pasal 7 

Wali Kota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

sebagai landasan operasional pelaksanaan. 

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi 

Daerah. 

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun 

Anggaran sebelumnya yang belum 

diselesaikan dan dianggarkan kembali 

dalam tahun anggaran ini; dan 

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan 

per Jabatan; 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah 

untuk Keselarasan dan Keterpaduan 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 

Negara; 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah 

menurut Urusan Pemerintah, Program 

dan Kegiatan; 

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

Ringkasan Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 

Anggaran Perubahan Ringkasan 
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8. Lampiran VIII 

7. Lampiran VII 

6. Lampiran VI 

5. Lampiran V 

4. Lampiran IV 

3. Lampiran III 

2. Lampiran II 

1. Lampiran I 



NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINS! JAWA BARAT: 
( 7 / 138/2020) 

~~~- ·~· ··~· esuai dengan aslinya 
N HUKUM DAN HAK 
MANUS IA, -----~ 

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 7 SERI A 

AGUS MULYADI 

ttd 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 

Diundangkan di Cirebon 
pada tanggal 20 Oktober 2020 

NASHRUDIN AZIS 

ttd, 

Ditetapkan di Cirebon 
pada tanggal 19 Oktober 2020 

:' 
WALi KOTA CIREBON, 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon. 

memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar- 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal8 
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